Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.
% .% l >
»@ﬁ”}”}\_/é
-~ e - ~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli

Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Denpasar, pada 18 Agustus 1965, agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, NIK -, HP -, email - selanjutnya disebut

sebagai Pemohon |;

PEMOHON 2, Iahir di Denpasar, pada 22 Oktober 1967, agama Islam,
Pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, bertempat tinggal
di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

NIK - HP - email karminbali@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, lahir di Denpasar pada 03 Maret 1971, agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, NIK -, HP 085755909746, email

muzaiyana70@gmail.com  selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon lli;

PEMOHON 4, lahir di Denpasar pada 19 Februari 1976, agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir Transport,
bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP -, email -

selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
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PEMOHON 5, lahir di Denpasar, pada 17 November 1981, agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir Transport,
bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP -, email -
selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon |, Pemohon II, Pemohon lll, Pemohon IV dan

Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dimuka

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09

Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Denpasar

dengan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps tanggal 11 Oktober 2024 dengan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki
yang bernama PEWARIS dalam usia 75 tahun, bedasarkan Kutipan Akta
Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar
tertanggal 23 Oktober 2019, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk

selanjutnya disebut Pewaris.

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan ISTRI
PEWARIS, pada 4 April 1963 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: -, tertanggal 8 Juni 1981;

3. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan ISTRI PEWARIS telah

dikaruniai 5 (lima) anak, yang bernama:

a. PEMOHON 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada 18 Agustus 1965;
b. PEMOHON 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada 22 Oktober 1967;
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c. PEMOHON 3, Perempuan, lahir di Denpasar pada 03 Maret 1971;
d. PEMOHON 4, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 19 Februari 1976;
e. PEMOHON 5, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada 17 November 1981;

4. Bahwa istri Pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia
pada 18 November 2021 bedasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: -
yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kepaon Kota Denpasar

tertanggal 14 Juni 2022, meninggal dengan agama islam;

5. Bahwa Ayah Pewaris yang bernama Bapak AYAH PEWARIS telah
meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1994 dan Ibu IBU
PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun

1981, meninggal dengan agama islam;

6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal
174 Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum
PEWARISadalah:

a. PEMOHON 1 (Anak Pewaris);
b. PEMOHON 2 (Anak Pewaris);
c. PEMOHON 3 (Anak Pewaris);
d. PEMOHON 4 (Anak Pewaris);
e. PEMOHON 5 (Anak Pewaris);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum PEWARIS
juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai

Harta Warisan, berupa:

a. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Desa Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat 1l Badung,
Propinsi Derah Tingkat | Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: - luas
200 M? atas nama PEWARIS;

8. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli
waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris

sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta
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peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas

nama Pewaris;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara
ini;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar

Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum PEWARIStelah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni

2017;

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum PEWARISyang SAH adalah sebagai
berikut:
a. PEMOHON 1 (Anak Pewaris);
b. PEMOHON 2 (Anak Pewaris);
c. PEMOHON 3 (Anak Pewaris);
d. PEMOHON 4 (Anak Pewaris);
e. PEMOHON 5 (Anak Pewaris);

4. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan Ahli Waris ini untuk
mengurus administrasi peralihan hak atas tanah untuk perumahan yang
merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum PEWARIS, serta untuk
menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan
sepeninggal Aimarhum PEWARIS berupa: Sertifikat Hak Milik No. - luas 200
M2, Gambar Situasi Nomor: 476/1985 tanggal 21 Februari 1985, yang
terletak di Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung,
Propinsi Derah Tingkat | Bali, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1985
oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat || Badung;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum

yang berlaku;
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SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di
persidangan;
Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon dimuka sidang
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK.- tanggal 18 Juli
2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK.- tanggal 23
Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode
P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 3 NIK.- tanggal 29
Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode
P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 4 NIK.- tanggal 19 Juli
2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
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5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 5 NIK.- tanggal 5
Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasaar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode
P.5;

6. Fotokopi Akta Nikah Nomor - tanggal 8 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, bermeterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 6 Januari 2016, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 6 Februari 2024, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 2 Agustus 2017, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor - tanggal 23 Oktober
2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
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Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

13. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nihayah Nomor - tanggal 17 Oktober
2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh
para ahli waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh
para ahli waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;

16. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor - atas nama PEWARIS tanggal 30
November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.16;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir denpasar, 31 Desember 1960, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara
sepupu dari para Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu PEWARIS bin Ayah Pewaris telah meninggal dunia
pada tanggal 27 Juni 2017, meninggal dalam agama Islam;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARISbin Ayah Pewaris hanya
menikah satu kali dengan ISTRI PEWARIS sekitar tahun 1963,;

- Bahwa saksi mengetaui bahwa pernikahan PEWARIS bin Ayah
Pewaris dengan ISTRI PEWARIS, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak,
masing-masing bernama:

- Pemohon 1 (Pemohon 1)
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- Pemohon 2 (Pemohon II),
- Pemohon 3 (Pemohon lil),
- Pemohon 4 (Pemohon 1V)
- Pemohon 5 (Pemohon V);

- Bahwa saksi tahu ayah PEWARISbin Ayah Pewaris yang bernama
ayahnya bernama Ayah Pewaristelah meninggal dunia sekitar tahun
1994 dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia
pada tahun 1981;, keduanya meninggal dengan agama islam;

- Bahwa istri PEWARIS bin Ayah Pewaris yang bernama ISTRI
PEWARIS sudah meinggal dunia tanggal 18 November 2021;

- Bahwa saksi tahu ayah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH istri
Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 dan ibunya yang
bernama Hj. Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1999, keduanya
meninggal dengan agama islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris tersebut
diatas, Almarhum PEWARIS bin Ayah Pewaris juga meninggalkan
harta warisan berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa
Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor - luas 200 M2 atas nama Pewaris;;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan
permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon
ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam
dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai
hukum serta untuk keperluan peralihan balik hama yang atas nama
Pewaris;

- Bahwa saksi yakin, selain nama-nama ahli waris tersebut tersebut
diatas, tidak ada lagi nama lainnya;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir denpasar, 31 Desember 1969, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara
sepupu dari para Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu PEWARISbin Ayah Pewaris telah meninggal dunia
pada tanggal 27 Juni 2017, meninggal dalam agama Islam;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARISbin Ayah Pewaris hanya
menikah satu kali dengan ISTRI PEWARIS sekitar tahun 1963,;

- Bahwa saksi mengetaui bahwa pernikahan PEWARISbin Ayah
Pewaris dengan ISTRI PEWARIS, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak,
masing-masing bernama:

- Pemohon 1 (Pemohon 1)

- Pemohon 2 (Pemohon II),
- Pemohon 3 (Pemohon lil),
- Pemohon 4 (Pemohon V)
- Pemohon 5 (Pemohon V);

- Bahwa saksi tahu ayah PEWARISbin Ayah Pewaris yang bernama
ayahnya bernama Ayah Pewaristelah meninggal dunia sekitar tahun
1994 dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia
pada tahun 1981;, keduanya meninggal dengan agama islam;

- Bahwa istri PEWARISbin Ayah Pewaris yang bernama ISTRI
PEWARIS sudah meinggal dunia tanggal 18 November 2021;

- Bahwa saksi tahu ayah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH istri
Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 dan ibunya yang
bernama Hj. Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1999, keduanya
meninggal dengan agama islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris tersebut
diatas, Almarhum PEWARISbin Ayah Pewaris juga meninggalkan harta
warisan berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa
Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor - luas 200 M2 atas nama Pewaris;;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan

permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon
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ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam
dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai
hukum serta untuk keperluan peralihan balik hama yang atas nama
Pewaris;

- Bahwa saksi yakin, selain nama-nama ahli waris tersebut tersebut

diatas, tidak ada lagi nama lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah
seperti telah diuraikan di atas;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada
pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum
PEWARISyang telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal
27 Juni 2017, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 serta saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang
diajukan Para Pemohon dimuka persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, sampai dengan P-5,
berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Para Pemohon, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, keempat

bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Para
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Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu ketiga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -
tanggal 8 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Denpasar Kabupaten Badung, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai
pernikahan PEWARISdan ISTRI PEWARIS dihadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan Denpasar , Kabupaten/kotamadya Badung, Provinsi Bali,
bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata, dari bukti P-5 ini terbukti bahwa PEWARISdan ISTRI PEWARIS telah
melakukan pernikahan dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:” Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
itu’, dan ayat (2) berbunyi: ”"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku’;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-8 ,P-9 . P-10 dan P-11 adalah berupa
Foto Kopi Kartu Keluarga para Pemohon , Kartu keluarga adalah Kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat
data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis
kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan,
Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan
Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor

Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, ketiga bukti
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surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,
oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas
nama PEWARIS Nomor - tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bkti P-12
Pejabat setempat menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di
Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 27Juni 2017, alat bukti tulis ini telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti
surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas
nama Nihayah Nomor - tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bkti P-13 Pejabat
setempat menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Denpasar,
Provinsi Bali, pada tanggal 18 Nopember 2021, alat bukti tulis ini telah memenubhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan
Waris tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti surat
tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan
merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang,
surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku
atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat
sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung
oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, Yurisprudensi
Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November
1988 menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari

orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak
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mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan
kesaksian)”;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 adalah Fotokopi Surat Pernyataan
Silsilah Keluarga tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon
bahwa Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan
pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang
yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan
sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi
alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai
dengan dasar hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985
tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan
pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa
di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat
disamakan dengan kesaksian)”;

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor -
atas nama PEWARIS tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung, bukti P-16 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal
171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan
bahwa tanggal 27 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama
yang bernama PEWARIS Bin Ayah Pewarisdisebut sebagai Pewaris,
meninggal dalam agama Islam, Pewaris menikah satu kali dengan ISTRI
PEWARIS, pada 4 April 1963, pernikahan Pewaris dengan ISTRI PEWARIS,
telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: Pemohon 1 (Pemohon I),
Pemohon 2 (Pemohon II), Pemohon 3 (Pemohon Ill), Pemohon 4 (Pemohon
IV) dan Pemohon 5 (Pemohon V); selanjutnya Ayah Pewaris yang bernama
Bapak AYAH PEWARIStelah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada
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tahun 1994 dan Ibu IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari

Pewaris pada tahun 1981, meninggal dengan agama islam; Kemudian istri

Pewaris ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada 18 November 2021 dan

ayahnya yang bernama Bapak Ayah Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu

tahun 1974 dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih
dahulu pada tahun 1999, kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama
islam, tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli
waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari

Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta

peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama

yang atas nama Pewaris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama PEWARISBin Ayah
Pewaristelah menikah dengan ISTRI PEWARIS, pada 4 April 1963;

2. Bahwa pernikahan Pewaris dengan ISTRI PEWARIS telah dikaruniai 5
orang anak yang bernama: Pemohon 1 (Pemohon ), Pemohon 2 (Pemohon
i), Pemohon 3 (Pemohon IIlI), Pemohon 4 (Pemohon IV) dan Pemohon 5
(Pemohon V;

3. Bahwa tanggal 27 Juni 2017 PEWARISBin Abdullah, meninggal dunia,
meninggal dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa saat PEWARIS Bin Ayah Pewarismeninggal dunia, ayahnya yang
bernama Ayah Pewaristelah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris
sekitar tahun 1994 dan ibu Pewaris yang bernama ibu IBU PEWARIS telah
meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 1981, kedua orang
tua Pewaris meninggal dengan agama islam;

5. Bahwa pda tangga 18 Nopember 2021 Istri Pewaris yang bernama ISTRI
PEWARIS meninggal dunia, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa saat ISTRI PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama
AYAH istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1974
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dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu
sekitar tahun 1999, kedua orang tuanya meninggal dengan agama islam;
7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum Pemohon
Petitum pertama

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 1 mohon agar Hakim
menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang
lain, oleh karena itu akan dipetimbangkan setelah terlebih dahulu
mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum kedua

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon mohon agar
Hakim menetapkan almarhum PEWARISBin Ayah Pewaristelah meninggal
dunia pada tanggal 27 Juni 2017, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Para Pemohon telah
menyerahkan alat bukti P-12 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian
atas nama PEWARIS Alias PEWARIS, bukti surat ini berbentuk Akta Autentik,
yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengika, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah
didengan katerangan 2(dua) orag saksi yang memperkuat dalil tersebut, oleh
karenanya Hakim menetapkan Almarhum PEWARISBin Ayah Pewaristelah
meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para
Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, para Pemohon mohon agar
Hakim menetapkan Ahli Waris dari almarhumah PEWARISBin Ayah
Pewaris(Pewaris) yang sah, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut:
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Menimbang bahwa untuk menguatkan petitum tersebut para Pemohon
telah menyerahkan bukti surat P-6 P-7, P-8 P-9, P-10, P-11 dan P-13 dan 2
(dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P-6) berbentuk Akta Autentik, yang
membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengika, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengan
katerangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut membuktikan
bahwa PEWARISBin Ayah Pewaristelah menikah dengan ISTRI PEWARIS,
pada 4 April 1963.

Menimbang bahwa bukti surat (P-7, P-8 P-9, P-10, P-11) berbentuk Akta
Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu,
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengika, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga
telah didengan katerangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut
membuktikan bahwa dari pernikahan PEWARISBin Ayah Pewarisdengan ISTRI
PEWARIS, telah dikaruniai 5 (lima orang anak yaitu Pemohon 1 (Pemohon 1),
Pemohon 2 (Pemohon Il), Pemohon 3 (Pemohon Ill), Pemohon 4 (Pemohon V)
dan Pemohon 5 (Pemohon V);

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa bukti surat (P-13), bukti surat ini
berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang
untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.,
selain itu juga telah didengar katerangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat
dalil tersebut, membuktikan bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada
tanggal 18 Nopember 2021 dan ayahnya bernama AYAH istri Pewaris telah
meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1974 dan ibunya yang bernama |bu

Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1999, ;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara
kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana
yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang — Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalap tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal
171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa — siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing — masing ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah
sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12

menyebutkan :

L@jﬁa.\;\}g_utsu\}d}uhhﬂum\d}ﬁghuusuuuam‘y‘}a;&)s:;uesay)\& ‘?Js.u.a’j
u&ub&ﬂ\‘\.«)da\y\kuj}J}du&éubﬂjdugu‘d)L«Au&ﬁ\h@AhbﬂM}Y)M\
wu‘)im;esj&_l)ﬂ\*‘u})myes_ju\jﬁsjh\ud)_s‘\.g_\‘f.aym_jéuwunm\uﬂbp\d
Lo &30 2808 305 BT 8 (8 85 G40 5 o &) 241551 55 s il 15 (1)) LS Lnle S a0 &)
‘-«A&iﬂ‘u@ﬂﬂjeﬂuﬁu‘ﬁﬂjeﬂu&éu‘é)uﬂ@ﬂu«i;wﬁj‘%—’u»ayijwus}
LA@.LAA;‘}JS}S&-\A‘_5‘C“d}b“)ﬂ\j“\JJ\Sk-l)yd;)u\&u‘}wij\@u)mym_’m“(us‘)d

() B e 2

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih
dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak
perempuan itu seorang Saja maka dia memperoleh setengah (harta yang
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang
yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
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tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini
adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu)
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka
para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama
dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau
(dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,
beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi
ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum
Islam menyebutkan :

(1) Kelompok — Kelompok ahli waris terdiri dari
a. Menurut hubungan darah:
- Golongan laki — laki terdiri dari ayah, anak laki — laki,
saudara laki — laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
b. Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa PEWARISBin Ayah Pewaristelah menikah dengan
ISTRI PEWARIS, pada 4 April 1963,dan telah dikaruniai 5 orang anak.
Kemudian pada tanggal 27 Juni 2017 saat PEWARISBin Ayah

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s

15
% 4
-
W

Pewarismeninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu
dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon. sehingga dapat

ditetapkan ahli waris dari Aimarhum PEWARISBin Ayah Pewarissebagai berikut

1. ISTRI PEWARIS dalam kedudukan sebagai istri Pewaris;
2. PEMOHON 1, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;
3. PEMOHON 2, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;

4. Pemohon 3 bin PEWARIS, dalam kedudukan sebagai anak kandung

Pewaris;
5. PEMOHON 4 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;

6. PEMOHON 5, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;

Menimbang, pada tanggal 18 Nopember 2021 1. ISTRI PEWARIS
(istri Pewaris) meninggal dunia dan kedua orang tuanya sudah meninggal
terlebih dahulu dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon.
sehingga dapat ditetapkan ahli waris dari Aimarhumah ISTRI PEWARIS sebagai
berikut :

1. PEMOHON 1, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;

2. PEMOHON 2, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;

4. Pemohon 3 bin PEWARIS, dalam kedudukan sebagai anak kandung

Pewaris;
PEMOHON 4 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
PEMOHON 5 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para
Pemohon pada petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris sah Pewaris almarhum
PEWARISdan almarhumah ISTRI PEWARIS telah ditetapkan sebagaimana
pertimbangan diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon sebagai Ahli Waris
sah Pewaris berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya
terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris almarhum PEWARISdan
almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum, berkaitan
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dengan itu maka petitum angka 4(empat) Para Pemohon patut dikabulkan yang
dituangkan dalam dictum Penetapan perkara ini;
Petitum keenam
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para
Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum PEWARISBin Ayah Pewarismeninggal dunia pada
tanggal 27 Juni 2017, sebagai Pewaris;
3. Menyatakan almarhumah ISTRI PEWARIS meninggal dunia pada tanggal
18 Nopember 2021; sebagai Pewaris
4. Menetapkan Ahli  Waris dari  almarhum PEWARISBin Ayah
Pewaris(Pewaris) dan ISTRI PEWARIS yang sah adalah:
41. PEMOHON 1 , dalam kedudukan sebagai anak kandung
Pewaris ;
42. PEMOHON 2 , dalam kedudukan sebagai anak kandung
Pewaris;
4.3. Pemohon 3 bin PEWARIS, dalam kedudukan sebagai anak
kandung Pewaris;
44. PEMOHON 4 , dalam kedudukan sebagai anak kandung
Pewaris;
45. PEMOHON 5 , dalam kedudukan sebagai anak kandung
Pewaris ;
5. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus
administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan
warisan/peninggalan dari Pewaris / almarhumah PEWARISserta untuk

menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan
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sepeninggal Pewaris/almarhumah PEWARISberupa: sebidang tanah
dengan Sertipikat Tanah Nomor - atas nama PEWARIS tanggal 30
November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung atas nama PEWARIS;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Penutup
Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar
dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30
Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah
oleh Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.l. dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Regina
Latifah SIP.,SH. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.l.

Panitera pengganti,

Ttd.

Regina Latifah SIP.,SH.
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Perincian biaya perkara:
- Biaya pendaftaran: .......ccccccoeiiiiiiiiii Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .........ouueiiiiiiiiiiiiiiieeii e Rp. 50.000,-
- Biayapanggilan: ..., Rp. 0.000;,-
- BiayaPNBP ... Rp 50.000,-
- Biayaredaksi: ......cccooeiiiiii Rp. 10.000,-
- Materai oeeeeeiiiieiiiii Rp. 10.000,-
JUumIah: o Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
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